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" BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang
mempunyai arii yang signifikan disamping kebutuhan akan sandang dan
pangan. Perumahan juga sangat penting dalam peningkatan harkat dan
martabat,mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat. Dalam masyarakat
Indonesia perumahan disamping sebagai tempat tinggal suatu keluarga
juga mempunyai peranan yang strategis dalam pembentukan watak serta
kepribadian bangsa.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Umum Undang-Undang No.4
Tahun 1992 alinea ke-ll tentang perumahan dan permukiman,yaitt :
Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia

dan mempunyai peranan yang sangai sirategis dalam pembentukan
watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina serta dikembangkan
demi kelangsungan penghidupan masyarakat.

Perumahan juga merupakan pencerminan jati diri manusia baik
secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan
dengan lingkungannya. Cleh karena itu mamfaat penbangunan harus

dirasakan secara adil dan merata terttama oleh masyarakat ekonomi

lemah yang tebih sulit memperoleh fasilitas rumah yang layak.




Hal in.i terlihat dari besarnyz perhatian pemerintah terhadap
masyarakat ekonomi lemah khususnya dalam bidang perumahan dan
permukiman, karena sebagian besar yang membutuhkan perumahan
adalah golongan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Sejak
Repelita | kebijaksanaan pembangunan perumahan lebih ditekankan
pada pembangunan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana
(RS dan RSS), yang konstruksi bangunannya sederhana tetapi kuat dan
perlindungan terhadap ekonomi lemah khususnya dalam bidang
perumahan dan permukiman ,pemerintah telah mengeluarkan beberapa
peraturan ,salah satunya adalah Undang-Undang No.4 Tahun 1992
tentang perumahan dan permukiman, dalam pasal 4 disebutkan bahwa
tujuan dari pembangunan perumahan dan permukiman adalah untuk
mementhi kebutuhan manusia dalam rangka peningkatan pemerataan
dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan RS dan RSS membuka kesempatan bagi masyarakat
yang tidak mampu untuk dapat memiliki rumah sesuai dengan
kemampuannya. Disamping ilu usaha-usaha unfuk membantu
masyarakat yaﬁg berpenghasilan rendah masih terus diupayakan oleh
pemerintah dengan memberikan kenmudahan-kemudahan dalam
memperoleh fasilitas perumahan dan jaminan kepastian hukum atas

tanahnya.




Jaminan kepastian hukum hak atas tanah khususnya unfuk RS dan
RSS yang semula diberikan dengan Hak Guna Bangunan {HGB) yang
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1997 tentang
penyediaan dan pemberian hak atas tarahnya untuk keperluan
perusahaan pembangunan perumahan Jis Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 28 November 1391
No. 506-4027 tentang pensertipikatan tanah kapling perum perumnas
yang sudah dibangun hak guna bangunan dan dapat diperpanjang untuk
paling lama dua puluh tahun.

Pemberian HGB untuk perumahan RS dan RSS dirasakan sangat
memberatkan karena pada umuinhya yang memilki RS dan RSS
sebagian besar adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan
berpenghasilan rendah seperti Pegawai Negeri Sipil, buruh, pedagang
kecil dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. Mereka
memperoleh rumah RS dan RSS tersebut dengan fasilitas Kredit dari
Bank tabungan Negara yang jangka waktu pelaksanaannya antara lima
belas tahun sampai dua puluh tahun, sehingga setelah kredit perumahan
itu lunas masil; dihadapkan lagi dengan masalah perpanjangan HGB
yang tentunya memerlukan biaya dan prosedur yang cukup rumit.

Bagi Badan Pertanahan Nasional tentunya hal ini dapat memhambat

tugasnya dalam mewujudkan salah satu catur terlib pertanahan yaitu




tertib administrasi pertanahan karana jika jangka waktunya berakhir dan
tidak diperpajang lagi maka haknya akan hapus dan jatuh pada Negara,
sedang tanah masih dalam penguasaan pemilik RS dan RSS.

Walaupun pemerintan telah mengambil langkah-langka kebijakan
dengan mempermudah perijinan dalam perpanjangan HGB, namun
masih dirasakan kurang mendukung terhadap upaya pencapaian sasaran
penyediaan perumahan dan permukiman yang berkepastian hak secara
merata dalam upaya pemerataan pembangunan.

Badan Pertanahan Hasional telah mengambil langkah strategis
khususnya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama
pada masyarakat ekonomi {emah yang berpenghasilan rendah, yaitu
dikeluarkannya kebijakan mengenai Kriteria Pemberian Hak Milik,
Pendaftaran Peningkatan status HGB menjadi Hak Milik atas Tanah
untuk RS dan RSS. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1997 jis
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
no. 15 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepaia Badan
Pertanahan Naéional No. 1 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas
Tanah Untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana.

Dengan dikeluarkannya operaturan tersebut, diharapkan dapat

meningkatkan pemilikan tanah vang berkepastian Hak secara rnerata,




juga merupakan kebijakan pertanahan mengenai jenis hak atas tanah
yang diperuntukkan bagi tanah perumahan yang suidah diatur serta
dalam rangka memberi kemudahan bagi pemegang hak atas tanah RS
dan RSS untuk memperoleh kepastian aken kelangsungan hak atas
tanahnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini
Kecamatan Wattang pulu saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan
pembangunan perumahan dan permukiman. Pembangunan itu lebih
menitik beratkan pada pembangunan perumahan RS dan RSS. Hal ini
dalam rangka memenuhi kebutuban perumahan dan permukiman
masyarakat yang sebagian besar belum mempunyai rumah tfinggal
sendiri karena daya beli mereka tidak mencukupi.

Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan pertanahar Nasional No.9 tahun 1997 jis
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.15 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 1 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas
tanah untuk rl:lmah sederhana den rumah sangat sederhana, maka
permohonan perubahan HGB menjadi hak milik diharapkan dapat
dilakukan dengan mudah, mengingat persyaratan dan biayanya sangat

ringan, yaitu pemohon mendaftarkan ke Kantor Pertanahan disertai

——



sertipikat HGB yang dimohon menjadi hak milik, akta jual beli atau surat

perolehan rumah beserta tanah yang bersangkutan, surat persetujuan

dari pemegang nak tanggungan.

Meskipun permohonan perubahan status HGB menjadi hak milik
atas tanah untuk RS dan RSS sudah dipermudah, ternyata masih banyak
HGB atas tanah untuk RS dan RSS belum diubah menjadi hak milik di
Kecamatan Waitang Pulu Kabupaien Sidrap. Atas dasar kenyataan
tersebut, maka penulis iertarik untuk mengadakan penelitian dengan
judul * ASPEK HUKUM PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK
R!JMAH SEDERHANA DAN RUMAH SANGAT SEDERHANA Dl
KABUP@TEN SIDENRENG RAPPANG *.

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan {fenomena di atas dan memperhatikar: masalah
peningkatan status HGB menjadi hak milik atas tanah untuk RS dan
RS8S, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan ditelaah
{ebih mendalam, yaitu :

a. Faktor-faktor apa yang menyebahkan pemilk tanah RS dan RSS
belum men.gubah status HGBnya menjadi hak milik di Kabupaten
Sidenreng Rappang ?

b. Bagaimana pelaksanaan presedur dalam pengajuan permohonan

perubahan HGB menjadi hak milik ?




1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan Penelitian

(1) Untuk mengetahui faktor penyebah banyaknya tanah HGB untuk
RS dan RSS helum diuban menjadi hak milik di Kecamatan
Wattang Pulu.

(2) Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur dalam pengajuan
permohonan perubahan HGB menjadi hak milik.

b. Kegunaan Penelitian

(1)Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan
Almamater sehingga menjadi salah satu bahan pelengkap dalam
bimbingan mata kuliah yang berkaitan erat dengan skripsi ini.

(2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
pemahaman masyarakat mengenai prosedur perubahan HGB
menjadi hak milik atas tanah untuk RS dan RSS.

1.4 Metode Penelitian
a. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kecamatan Wattang
Pulu Kabup:;lten Sidenreng Rappang, hal ini didasarkan bahwa pada
Jokasi tersebut masih terdapat tanah HGB untuk RS dan RSS belum

ditingkatkan statusnya menjadi hak milik.




b.Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan daliam penelitian ini adaiah :

(1) Data Primer yaitu data yang diperoleh {angsung dari informan dan
responden di iapangan. Dalam wawancara tersebut akan dibahas
mengenai prosedur pelaksanaan perubahan HGB menjadi hak
milik atas tanah untuk RS dan RSS.

(2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian yaitu
di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap berupa data permohonan
perubahan HGB menjadi hak milik atas tanah untuk RS dan RES,
data persebaran lokasi pembangunan RS dan RSS, peta
administrasi Sidrap, peta penggunaan tanah , dan di Kantor Badan
Pusat Statistikk berupa data mengenai gambaran umum lokasi
penelitian.

¢.Teknik Pengumpulan Data

(1) Penelitian Kepustakaan ( Librany Research )

Peneiitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan menelaah buku dan literatur yang ada kaitannya

dengan materi skripsi ini.




(2) Penelitian Lapangan (Field Research )
Untuk melengkapi penelitian kepustakaan, penulis melakukan
wawancara kepada informan yang tersebar di 4 (empat) lokasi,
yaitu :
a. Aparat Kantor Badan Pertananan Nasional Kabupaten Sidrap
b. BTN Wesabbe
¢. BTN Arawa
d. BTN Pepabri
Selain wawancara penulis juga mengumpulkan data melalui
kuesioner vaitu mengumpulkan data dengan membuat daftar
pertanyaan yang ditujukan kepada responden, yaitu pemilik HGB
baik yang sudah mengubah maupun yang belum mengubah status
hak atas tanahnya. Jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 60
responden.
d. Analisis Data
Data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder
akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunzakan teknik tabulasi
frekuensi der.lgan rumus sebagai barikut :
F

P = aeee X 100%




Keterangan :

P = persentase jawaban responden
F = frekuensi jawaban responden

N = jumlah responden
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pokok-Pokok Pengertian
a. Pengertian Perumahan
Perumahan adalzh sekelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat
tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana lingkungan (Undang-Undang No.4 Tahun 1992).
b. Pengertian Hak Atas Tanah
Yang dimaksud dengan hak atas fanah adalah hak-hak atas tanah
sebagaimana yang ditetapkan Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu :
Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) ialah :
Hak Milik
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak Sewa

Hak Membuka Tanah
Hak memungut hasil utang

@~ppoop

¢. pengertian Hak Guna Bangunan
Pengertian HGB menurut UUPA Pasai 35 bersambung pada
Pasal 39, yaitu :
Yang dimaksud dengan HGB adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanzh yang bukan miliknya

sendiri, dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat
diperpanjang dengan waktu 20 tahun lagi, dapat beralili dan dapat
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dialihkan kepada pihak lain, dapat dijadikan jaminan utang dengan
dibebani hak tanggungan.

Dengan demikian, maka sifat-sifat dari HGB, adalah :

(1) Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah
yang bukan miliknya sendiri.

(2) Jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20
tahun Iagi.

(3) Dapat beralih/dialihkan kepada pihak lain.

(4) Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
Subyek HGB sesuai Pasal 36 ayat (1) UUPA, maka yang dapat
mempunyai HGB, adalak warga Negara Indonesia dan Badan
Hukum vyang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di indonesia,

Dalam kaitannya dengan subyek hak, HGB sebagai tersebut di
atas, maka sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) ditentukan bahwa :
Orang atau Badan hukum yang mempunyai HGB dan tidak lagi
memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini
dalam jangka satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak
itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
Keteﬁtuan juga berlakuv terhadap pihak lain yang memperoleh

HGB jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebui, Jika HGB tersebut

tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka

hak tersebut akan hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa
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hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketenluan-ketentuan

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

d. Pengertian Hak Milik

Pengertian Hak Milik berdasarkan dengan Pasal 20 UUPA ditentukan

bahwa :

Yany dimaksud dengan hak milik adalah hak turun-temurun,
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan
mengingat fungsi sosial, yang dapal beralih dan dialihkan kepada
pihak lain.

Dengan demikian, maka sitat-sifat hak milik adalah :

(1) Turun-Temurun, artinya hak milik atas tanah dimaksud dapat
beralih karena hukum dari seseorang pemilik tanah yang
meninggal dunia kepada ahli waris.

(2) Terkuat, artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut yang paling
kuat diantara hak-hak yang lzin atas tanah.

(3) Terpenuh, artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut dapat
digunakan untuk usahz pertanian dan juga untuk mendirikan
bangunan.

{4) Dapat beralih dan dapat dialihkan.

(5) Dapat dibebani kredit dengan dibebani hak tanggungan.

(6) Jangka waktu tidak terbatas.

Subyek hak milik sesuai dengan Pasal 21 ayat (tdan 2), maka yang

dapat mempunyai hak milik adalzah :




(1) Warga Negara indonesia
(2) Badan-badan hukum yang ditunjuk peraturan pemerintah No.38
tahun 1963 tertanggal 19 juni 1963, yakni :
- Bank-bank Negara
- Koperasi Pertanian
- Badan-badan Sosial
- Badan-badan keagamaan
e, Pengertian Rumah Sederhana
Rumah sederhana adalah rumah tidek susun dengan lantai tidak lebih
dari 70 M? yang dibangun diatas tanah dengan luas kapling lebih dari
54 M? sampai dengan 200 M? (Keputusan Menteri Keuangan
N0.343/KMK.04/1998 pasal 1 Nomor (2c) ).
f. Pengertian Rumah Sangat Sederhana
Rumah sangat sederhana adalah rumah tidak susun dengan iuas
lantai bangunan tidak leblh dari 36 M? yang dibangun diatas tanah
kapling tidak lebih dari 54 M? (Keputusan Menteri Keuangan Nomor
343 1 KMK.04 / 1988 pasal 1 Nomor (2a) ).
Berdasarkani(eputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah
No. 139/KPTS/M/2002, pengertian Rumah Sederhana dan Rumah
Sangat Sederhana adalah rumah dengan jenisitipe T-21, T-27, T-36

yang diperolehnya melalui fasilitas Kredit Pemilikan barsubsidi maupun




tidak bersubsidi dengan harga jual tidak melebihi batas maksimun
harga jual rumah sederhana bT-36.
Berdasarkan pada keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1997 jis Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan MNasional No.15 tahun 1997 dan
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No.1 Tahun 1998, kriteria mengenai bidang tanah untulk RS
dan RSS adalah sebagai berikut :
a. Harga perolehan tanah dan bangunan tidak lebih dari
Rp.30.000.000. v
b. Di atasnya telah dibangur rumah dalam rangka pembangunan
perumahan magsal atau konfleks perumahan
2.2 Landasan Yuridis Perubahan HGB Menjadi Hak milik
Tanah. merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan
manusia. Kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada
tanah. Manusia dengan tanah terdapat korelasi yang signifikan. Manusia
banyak menggantungkan kehidupannya pada tanah, baik untuk mata
pencaharian m.aupun untuk tempat tinggal (perumahan). Untuk itu tanah
perlu diatur demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.
Peraturan dasar yang mengatur pertanahan di Indonesia telah

digariskan dalam UUPA. Pembentukan UUPA disamping mengubah
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peraturan lama yang tersusiun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi
pemerintahan kolonial yang bersifat Dualistik bagi ra!_q;at Indonesia asli
tidak terjamin kepastian hukum, juga untuk mengatur hubungan hukum
orang selaku subyek hukum dan perbuatan hukum yang berkaitan
dengan tanah.

Seiring dengan derasnya kecenderungan terhadap penguasaan
penggunaan tanah, maka diperitkan pembaharuan pola pikir yang
mendasari kebijakan pertanahan selama ini. Reformasi dibidang
pertanahan pada hakekatnya meliputi kebijakan yang menyangkut
konsepsi-konsepsi dibidang pertanahan maupun hal-hal yang bersifat
operasional, utamanya menyangkut pelayanan kepada masyarakat
dengan pemberian perlindungar: hukum hak-hak atas tanah.

Kebijaksanaan BPN sampal saat ini didasarkan atas pokok-pokok
ketentuan yang termuat dalam UUPA yang merupakan prinsip-prinsip
dasar hukum tanah Nasional, sebagaimana dikemukakan oleh Hasan
Basri Durin (1999:3) bahwa :

Kita semua masih menyakini relevansi UUPA ini dengan tuntutan zaman
dan tuntutan reformasi, mengingat Undang-Undang ini sarat dengan
semangat dan amanat untuk menciplakan keadilan dibidang pertanahan
serta mengutamakan masyarakat dari golongan ekonomi Iema:lh.

Lebih jauh Hasan Basri Durin (1999 : 4) mengatakan bahwa :
apabila dewasa ini terdapat kondisi pelayanan pertanahan yang tiuak

sesuai dengan keadilan tidak mengutamakan kepentingan masyarakat
banyak, hal tersebut menyimpang dari jiwa dan semangat UUPA,
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Sehubungan dengan itu, kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat
UUPA yang mengatur agar tanah dapat digurakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat harus kita luruskan kembali sesuai dengan
jiwa dan semangat yang populis itu.

Undang-undang Pokok Agraria mengatur hak menguasai tanzh vleh
Negara, yang perumusannya diletakkan pada Pasal 2 yang merupakan
penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam Pasat 2 ayat (2) hak
menguasai dari Negara memberi wewenang untuk :

a. Mengatuhr dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan buini, air dan ruang angkasa tersebut,

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa. ’

¢. Menentukan dan mengatur hubunga-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang
angkasa.

Kewenangan Negara dalam bidang pertanahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2} UUPA di alas merupakan palimpahan
tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan
tanah bersama-sama yang merupakan kekayaan nasional itu (Oloan
Sitorus dan Nomadyawati, 1995 : 7).

Menurut Boedi Harsone (2000 : 241) berpendapat bahwa :
subyek hak menguasai dari Negara adalah Negara Republik Indonesia
sebagai organisasi kekuasan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan yang

menjadi objek menguasai dari Negara meliputi semua tanah-tanah
dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang belum dihaki
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dengan hak-hak perorangan oleh UUPA disebut tanah-tanah yang
langsung dikuasai dari Negara (pasal 28, 37, 41, 43 dan 49) dan dalam
praktek administrasi digunakan sebutan tanah Negara.

Kewenangan yang terdapat daiam hak menguasal dari negara tidak
dapat dipindahkan kepada pihak lain, namun tanah negara dapat
diberikan dengan suatu hak atas tanah kepada pihak lain. Sebagai
penjabaran lebih fanjut atas dasar hak menguasai dari negara maka
dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa atas dasar hak
menguasai dari nagara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi,
yang- disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang, baik sendiri-sendirt maupun bersama-sama dengan orang
lain serta Badan Hukum.

Sedangkan macam-macam hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal
21, 29, 36, 42 dan 45 UUPA dapat diketahui bahwa prinsip penguasaan
dan penggunaan fanah secara individual dapat terlihat dari pemegang
hak atas tahah yang menunjuk kepada perorangan, baik warga Negara
ndonesia maupun orang asing dan badan hukum,

I Dinamika'kehidupan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa

tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, pertumbuhan

penduduk dengan tuntutan pembangunan yang cepat, baik d: perdesaan
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maupun di perkotaan semuanya memutuhkan tanah, terutama untuk
tempat tinggal atau perumahan.

Rumah sebagai tempat tirggal adalah merupakan kebutuhan dasar
manusia, oleh sebab itu kecenderungan untuk memiliki tempat tinggal
adalah keinginan sefiap orang dan keluarganya. Mereka zkan berusaha
membangun rumah baik di atas tanah sendiri maupun di atas tanah
nagara yang kemudian dimohon hak atas tanahnya. Disamping
pembangunan oleh perorangan anggota masyarakat, juga pemerintah
dalam program pembangunan nasional, sektor perumahan rakyat
mendapat perhatian khusus.

Sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dan
permukiman  terus diubah untuk menyediakan perumahan yang
jumlahnya semakin meningkat dengan harga yang terjangkau oleh
masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendan dan tetap
memperhatikan parsyaratan minimum bagi perurnahan dan permukiman
yang layak, sehat, aman dan serasi {Andi Hamza, 1992 : 1).

Untuk memenuhi kebutuhan perimahan yang terus meningkat dan
karena terbat.asnya dana pemerintah disektor perumahan dan
permukiman, maka pelaksanaan pembangunan perumahan dan
permukiman disamping dilakukan oleh pemerintah melalui perum

perumnas juga diserahkan kepada pihak swasta dalam hal ini




20

pengembang perumahan (develover). Pembangunan secara individual
oleh anggota masyarakat dapat pula yang tanahnya diperoleh dengan
cara pemberian kapling siap bangun (KSB) yang menggunakan fasilitas
Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB) sesuai Kepulusan
Menteri Negara Perumahan Rakyat dengan No. 02/KPTS/199C tentang
pengadaan perumahan dan perimukiman dengan dukungan KP-KSB dan
KPR.

Dalam rangka memberikan jarminan kepastian hukum hak atas
tanah perumahan khususnya RS dan RSS kepada pemiliknya semula
Eliberikan dengan HGB, jangka waktu berlakunya HGB diatas sesuai
dengan peraturan pemerintah No.40 tahun 1994 tentang Hak Guna
Usaha, HGB dan Hak Pakai atas tanah Negara, yang menyebutkan
bahwa HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan
dapat diperpanjang 20 fahun. Sesudah jangka waktu HGB dan
perpanjangannya berakhir kemungkinan HGB ini dapat diperbaharui
untuk jangka waktu 30 tahun lagi diatas tanah yang sama. Hal tersebut
didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 UUPA, dan akan diperoleh
sertipikat HGB:

Pemberian HGB ini disebahkan berlakunya sistein pengembang
perumahan dan permukiman yang cilaksanakan oleh badan hukum yang

tidak boleh memiliki tanah hak milik. Hal int sesuai dengan Pasal 21 ayat
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(2) UUPA yang menyatakan bahwa hanya badan hukumn yang ditetapkan
oleh pemerintah yang bisa meinipunyai hak atas tanah dan lebih tanjut
diatur dalam Peraturan Pemerintab (PP) No. 38 Tahun 1963, sehingga
bukan sebagai subyek yang dapat mempunyai hak milik. Oleh karena itu
hak atas tanah yang diberikan adalah HGB Induk unftuk sampai
perumahan tersebut dipasarkan dan dibeli oleh masyarakat tetap
diberikan HGB perorangan, dan jika mereka tidak dapat mengurus
perpanjangan HGB miliknya maka hzk tersebut akan hapus menjadi
tanah Negara sementara bangunan diatasnya masih dikuasai.

Hal ini berarti kurang adanya jaminan bagi kepentingan pemilik RS
dan RSS sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2)
UUPA, vyaitu perbedaan dalam masyarakat dan I;eperluan hukum
golongan masyarakat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan
terhadap perlindungan kepentingan masyarakat ekonomi lemah.

Untuk menjamin perlindungan terhadap gelongan ekoenomi lemah,
maka pemerintah dalam hal ini BPN mengambil kebijakan yaitu dengan
mengeluarkan .Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/kKepala Badan
Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1997 tentang pemberian hak milik atas

tanah untuk RS dan RSE jis Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala
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Badan Per'tanahan No.15 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1998.

Dengan adanya perubahan HGB menjadi hak milik untuk RS dan
RSS maka pemilikan tanah yang berkepastian hak secara merata akan
semakin meningkat sehingga bagi pemilk RS dan RSS dapat
memperoleh tanah perumahan dengan hak milik. Selain itu pemilik RS
dan RSS memperolen mamfaat karena dengan diubahnya HGB menjadi
Hak milik maka nilai tanahnya juga ikut meningkat pula. Kebijakan ini
merupakan realisasi dari kebijakan pemerintah dalam mewujudkan
pemerataan kesejahteraan rakyat, khususnya bidang perumahan dan
permukiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang
No.4 Tahun 1992, yaitu: ¥

Penataan perumahan dan permukiman berdasarkan kepada asas

mamfaat, adil dan merate, kebersamaan dan kekeluargaan,

kepercayaan pada diri sendiii, keterjangkauan dan kelestarian
lingkungan hidup.

Untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan
perlindungan terhadap ekonomi lemah khususnya dalam bidang
perumahan dan permukiman, pemerintah telah mengeluarkan beberapa
peraturan, antara lain :
1.Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan

Umum, Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 64-304 Tahun 1992

No. 739/KPTS/1992, No. 09/KPTS/1992 tanggal 16 November 1892
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{entang pedoman pembangunan perumahan dan permukiman dengan
lingkungan hunian yang berimbang yang mewajitkan Surat Keputusan
Bersama Menteri BDalam Negeri, Menteri Pekerjaan semua
pengembang swasta yang membangun perumahan agar mematuhi

perbandingan satu rumah mewah, iiga rumah menengah, enam rumah

‘sederhana.

2§.Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 02/KPTS/1991
tentang pembangunan perumahan dan permukiman dengan dukungan
fasilitas Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB) dan KPR
dalam Repelita V. ,

%.Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 03/KPTS/1891
' tentang pembangupan perumahan sangat sederhana dengan dukungan
fasilitas KPR.

4 Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 0B/KPTS/1992

Iltentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan

ifas,ilitas Kredit Pemilikan KKapling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit

Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), Kredit Pemilikan

Rumah Sederhana (KP-RS), Kredit Pemilikan Rumah Susun Sederhana

(KP-RUSUN]).
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5.Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 6 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk
Rumah Tinggal.

6.Keputusan Menteri Negara perumahan dan permukiman No.06/KPTS
/1989 Tentang pengadaan perurnahan dan permukiman dengan

dukungan fasilitas Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB),

" Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS) dan Kredit

Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RE).

7.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 5 tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai Atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak
Tanggungan menjadi Hak Milik.

8.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional
No. 7 Tah_un 1999 Tentang Penghentian Pungutan-Pungutan Tertentu
di bidang Pertanahan.

Q%Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 9 Tentang Tata cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah

Negara dan H.ak Pengelolaan.
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2.3 Mekanisme Perubahan HGB Menjadi Hak Milik Atas tanah RS dan
RSS Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap

Pelaksanaan perubahan HGB menjadi hak milik di kantor
pertanahan Kabupaten Sidrap didasarkan pada keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1997
vang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala
Qadan Pertanahan Nasional No.15 tahun 1997 dan Keputusan Menteri
l':legara Agraria/lKepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 1998.
ada;:oun kriteria mengenai bidang tanah untuk RS dan RSS yang dapat
diubah HGBnya menjadi hak milik adalah :

a, Harga perolebhan tanah dan bangunan tidak lebih dari Rp 30.000.000,-
b. Diatasnya telah dibangun rumah dalam rangka pembangunian
perumahan massal atau kompleks perumahan.

Adapun fata cara pengajuan permohonan perubahan hak atas tanah
berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1997 yang disempurnalian dengan
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.15 tahun 15597 dan Keputusan Meriteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.1 tahun 1898 adalar :

a. Permohonan diajukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kasuosl

pendaftaran hak dengan melampirkan :
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(1) ldentitas pemohon (KTP)

(2) Sertipikat asli HGB yang bersangkutan

(3) Akta jual beli atau surat -keterangan perolehan mengenai rumah

beserta tanah yang bersangkuian

(4) Surat persefujuan dari pemegang hak tanggungan (apabila

dibebani hak tanggungan)

b. Membayar biaya administrasi perubahan hak sebesar Rp 50.000,-
L.Setelah berkas pemohon diterima, kepala Kantor Pertanahan
l mendaftar perubahan status tanah HGB menjadi hak milik dengan .

memberikan catatan dengan tinta merah atau cap pada halaman
pendaftaran peralihan hak dalam buku tanah HGB yang bersangkutan
dan sertipikatnya serta pada daftar umum lainnya, dan semua sebutan

HGB beserta nomornya di dalam buku tanah dan daftar umum lainnya

dicoret dan diganti dengan sebutan Hak Mifik,




BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Wilayah
al.etak dan Luas Wiiayah
Kabupaten Sidrap merupakan salah satu kabupaten dalam
. Wwilayah propinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Pangkajene
Sidenreng. Secara geografis Kabupaten Sidrap berada kira-kilra 183
KM? sebelah utara Kota Makassar, terletak pada posisi antara 3°43 -
4°09 lintang selatan ( LS )} dan 119°41 - 120°10 Bujur Timur { BT.)
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara  : Kabupaten Pinrang dan Enrekang
- sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Wajo
- Sebelah Selatan_: Kabupafen Barru dan Enrekang
- gsebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Pare-pare
Wilayah administrasi Kabupaten Sidrap dengan luas 1883,25 KM
terbagt dalam 11 Kecamatan dan 105 Desa / Kelurahan. Adapun
Kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa merupakan dua kecamatan
ﬂtenuas dengan luas masing-masing £0.858,31Ha dan 21.029 Ha. Atau
dengan kata lain bahwa luas kedua Kecamatan tersebut merupakan

54,10 % dari seluruh wilayah Kabupaten Sidrap.
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Kecamatan Wattang Pulu merupakan salah satu kecamatan di

]KabUpaten Sidrap dengan luas 151,32 KM2 vang terdiri dari 10

Wattang Pulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Perincian Luas Wilayah Kecamatan Wattang Pulu

desa/Kelurahan. Adapun perincian luas Desa/Kelurahan di Kecamatan

1 Perdesa / kelurahan Tahun 2006
Persentase dari

No. Desalkelurahan Luas wilayah (km?) | Luas kecamatan (%)
1. Lainungan - 25,70 16,98-

2, Mattirotasi 34,06 22,51

3.5 | Arawa 12,21 8,07

4, Uluale 9,12 6,03

S. Lawawoi 10,02 6,62

6. Bangkai 7.03 4,65

7. Carawali 8,92 5,90

8. Buae 32,57 21,25

9. Batu Lappa 8,08 5,34

10. Ciro-Ciroe 3,60 2,38

Jumiah 161,32 100,00

Isumber : Kantor BPS Kabupaten Sidrap 2008
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b.Penggunaan Tanah

Berdasarkan hasil survei penggunaan tanah diperoleh bahwa
secara garis besar penggunaain tanah di wilayah kecamatan Wattang
Pulu dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis penggunaan tanah
yaitu perumahan dan permukiman, tanah sawah, perkebunan, padang
rumput, hutan dan tanah pengaunraan lainnya.

Jenis penggunaan ini, ternyata penggunaan tanan untuk padang

. rumput mempunyai proporsi seluas 4 795,11 Ha atau 31,69 % dari

fuas wilayah kecamatan wattang Pulu. Disusul penggunaan tanah

] untuk {anah sawah seluas 4.297,92 Ha atau 28,40 9%,tanah

!

perkebunan seluas 3.377,’72 Ha atau 22,32 %, sebaliknya bentuk
penggunaan yang mempunyai persentase terkecil adalah penggunaan
tanah untuk perumahan dan permukiman seluas 383,27 Ha atau
2,53%. Keadaan dari masing-masing jenis penggunaan tanah
diwilayah Kecamatan Wattang Pulit dapat dilihat sebagai berikut :
(1) Padang Rumput
Penggunaan tanah untuk padang ‘rumput dijumpai dilima
desalkelu‘rahan yaitu di Lainungan seluas 1.020,9 Ha, Mattirotasi

seluas 1.478,28 Ha, Lawawoi seluas 252,73 Ha, Buae seluas

2.002,00 Ha, Batu Lappa seluas 41;15 Ha.
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} (2) Tanah Sawah

’ Areal persawahan di kecamatan Wattang Pulu pada tahun 2006
seluas 4.297,92 Ha vang tersebar diseluruh desa/kelurahan.
Proporsi areal persawahan terluas terdapat di Carawali seluas
786,17 Ha, Arawa seluas 645,42 Ha dan Bangkai seluas 641,12
Ha. Proporsi terkecil terdapat di keluraban Mattirotasi seluas 63,66
Ha.

(3) Perkebunan
Penggunaan tanah unfuk perkebunan seluas 3.377,72 Ha. Proporsi
areal perkebunan terluas yaitu Kelurahan Lainungan seluas
1.079,95 Ha, Kelurahan Mattirotasi seluas 856,84 Ha dan
Kelurahan Arawa seluas 375,94 Ha. Seperti halnya persawahan
perkebunan diwilayah ini dapat dilihat di sernua desa/kelurahan.

(4) Penggunaan Lain-lzinnya .
Luas areal penggunaan fain-lainnya di Kecamatan Wattang Pulu
seluas 1.412,82 Ha, teriuas di Kelurahan Matlirotasi seluas 798,00
Ha, Desa Buae seluas 460,40 Ha, Kelurahan Arawa seluas 82,70
Ha. -

(5) Hutan

l

Luas areal penggunaan tanah berupa hutan diwilayah ini seluas

864,16 Ha. Terluas di Kelurahan Lainungan seluas 285,23 Ha,
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Desa Buae seluas 213,30 Ha, Kelurahan Mattirotasi seluas 177,71

Ha. Untuk areal hutan ini tidak dijumpai di desa’/kelurahan Bangkai,

Carawali, Batu Lappa dan Ciro-ciroE.

(6) Perumahan Dan Permukiman

Menurut batasan adminisicatif kecamatan, pioporsi areal

permukiman terluas terdapat pada tiga

desa/kelurahan, yaitu

kelurahan Arawa seluas 66,34 Ha, kelurahan Uluale seluas 55,84

Ha, desa Buae seluas 51,00 Ha dan proporsi terkecil areal

permukiman adalah desa Ciro-ciroE seluas 13,67 Ha.

Tabel 2
Penggunaan Tanah Kec.Wattang Pulu
Tahun 2006
Penggunaan tanah l.uas (MHa) | Persentase terhadap
Luas Kecamatan (%)
Padang rumput 4,795,11 31,69
Tanah sawah 4,297,92 28,40
Perkebunan 3.377,72 22,32
Penggunaan lainnya 1.412,82 9,34
Hutan . 864,16 5,71
Perumahan dan permukiman 383,27 2,53
Jumlah 15.131,00 100

‘Sumber : Kantor BPS Kabupaten Sidrap 2008
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan tanah yang
terluas adalah penggunaan tanah untuk padang rumput seluas
4.795,11 Ha afau 31,69 %, untuk tanah sawah seluas 4.297,92 Ha
atau 28,40 %, kemudian perkebunan seluas 3.377,72 Ha atau 22,32
%, dan penggunaan tanah terkecil adalah untuk perumahan dan
permukiman seluas 383,27 Ha atau 2,53 %.

¢. Kependudukan
Penduduk kecamatan Wattang Pulu pada tahun 2006 adalah
24.809 jiwa, terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebayak 11.921 jiwa dan
jenis kelamin perempuan sebanyak 12.888 jiwa, vang tersebar di
.|sepuluh desa/kelurahan. Proporsi penduduk disetiap desa/kelurahan
relatif tidak merata. Persentase penduduk terbesar terkonsentrasi
pada wilayah Uluale sebanyak 3.576 jiwa, kelurahan Batu lLappa
sebanyak 3.358 jiwa, desa Buae sebanyak 3.181 jiwa, dilain pihak
persentase penduduk ferkecil terdapat di Ciro-ciroE sebanyak 950 jiwa.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 3
Jumilah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan 3ex Rasio
Perdesall{elurahan di Kec.wattang Pulu Tahun 2006
Desa/ Jenis Kelamin Jumiah penduduk | Sex Rasio
Kelurahan L P (jiwa) (persen)

L.ainungan 1.497 1.462 2.959 100
Mattirotasi 812 861 1.673 94
Arawa 1.247 1.262 2,509 99
Uluale 1.718 1.858 3.576 92
Lawawo 1226 | 1.625 2.851 75
Bangkai 791 923 1.714 86
Carawali 1.088 1.052 2.080 98
Buae 1.556 1.625 3.181 96
Batulappa | 1583 | 1.775 3,358 89
Ciro-ciroe 463 487 950 a5
jumlah 11921 12.888 24.809 100

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Sidrap 2008

3.2 Perseharan Lokasi Pembangunan RS dan RSS Di Kabupaten Sidrap

dan Permohonan Perubahan HGB Menjadi Hak Milik.

a. Persebaran Lokasi Pembangunan RS dan RSS Di kabupaien

sidrap

4

Pembangunan RS dan RSS yang dilakukan oleh pihak swasta

pengembang perumahan, iokasinya tersebar diempat kecamatan yaitu
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Kecamatan Wattang Pulu, Kecamatan Fanca Rijang, kecamatan
Maritengngae dan kecamatan Pituriawa. Persebaran pembangunan RS
dan RSS di Kabupaten Sidrap dapat dillihat pada tabel berikut :

. Tabel 4
Persebaran RS dan RSS diKabupaten Sidrap

No. | Lokasi Persebaran { Jumizh Lokasi | Persentase (%)
1 1 | Wattang Pulu 9 69,2
2 | Panca Rijang 2 15,4
3 Maﬁtenéngae 1 7.7
4 | Pitu Riawa 1 7,7
jumlah 13 100 ,

Sumber : Kantor BPN Kabupaten Sidrap 2008

' Berdasarkan tabel di atas dapat diketahii bahwa jumlah lokasi
pembangunan RS dan RSS paling banyak terdapat di kecamatan
Wattang Pulu yaitu 9 lokasi atau 69,2 %,kemudian dan Pitu Riawa yang
masing-masing 1 lokasi atau 7,7 %. Dengan tingginya persentase
pembangunan di Kecamatan Wattang Pulu menunjukkan bahwa wilayah
tersebut berpotensi dalam pengambilan data-data pendukung yang

mewakili wilayah Kabupaten Sidrap.
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b. Hasil Perubanan HGB Menjadi Hak Milik Untuk RS dan RSS di
Kabupaten Sidrap
Hasil perubahan hak atas tanah dari HGB menjadi hak milik
yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap sejak
Keputusan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Peitanahan Nasional
No.9 Tahun 1997 jis Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1998
tentang pemberian hak miilik atas tanah untuk RS dan RSS sampai
sekarang adalah sebanyak 4 bidang, dimana pada tahun 2002
sebanyak 1 bidang, pada tahun 2005 sebanyak 2 bidang dan pada
tahun 2007 sebanyak 1bidang. Jurnlah perubahan ini dapat dilihat pada
’tabel berikut :
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Tabel 5
Jumlah Perubahan Hak untuk RS dan RSS
Di Kantor Pertanahan Kacamatan Wattarng Pulu

No | Nama Jumlah peningkatan HGB menjadi HM (bidang) | jml
perumahan |[2000 [2001 2002 | 2003 [ 2004 | 2005 | 2006 | 2007

1 Arawa - - 1 - - 1 - - 2

2 | Wesahbe - - - - - 1 - 1 2

3 | pepabri - - - - - - - - -

jumiah ~ - 1 - - 2 - 1 4

Sumber : Hasll pengolahan data 2008

Berdasarkan tabe! di atas dapat diketahui bahawa sejak tahun
2000 sampai sekarang jumlah perubahan status HGB menjadi hak
milik adalah sebanyak 4 bidang, dimana pada tahun 2002 sebanyak 1
bidang, pada tar'lun 2005 sebanyak 2 bidang dan pada tahun 2007
sebanyak 1bidang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa
perubahan HGB menjadi hak milik di Kabupaten Sidrap inasih sangat
sedikit, yaitu sebanyak 4 bidang untuk RS dan RSE.

3.3 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pemilik Tanah RS dan RSS
Belum Mengubah Status HGBnya Menjadi Hak Milik di kabupaten
Sidenreng Rappang.

Dalam rangka memenuhi asas pemerataan kesejahteraan
rakyat, khususnya pemberian kemudahan dibidang perumahan serta

iuntuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
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atas tanah, khususnya untuk golongan ekonomi lemah, maka
dikeluarkan Keputusan Menteri Negéra Agrariafkepala Badan
Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1997 jis Keputusan Menteri Negara
]Agraria!Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 1997 dan
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.1 Tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk RS dan
RSS.

Perubahan status hak atas tanah perumahan RS dan RSS dari
HGB menjadi hak milik sesuai dengan keputusan ini dapat dilakukan
dengan mudah, namun ternyata di Kecamatan Wattang Pulu masih
banyak tanah HGB untuk RS dan RSS belum diubah hak atas
tanahnya menjadi hak milik. Dari hasil penelitian yang dilakukan .di
Kabupaten Sidenreng Rappang Khususnya Kecamatan wattang Pulu
diketahui bahwa banyaknya tanah HGB untuk RS dan RSS belum
diubah status hak atas fanahnya menjadi hak milik disebabkan
enggannya masyarakat mengubah hak atas tanahnya karena dalam
pelaksanaan perubahan hak milik atas tanah tersebut terdapat
beberapa fa!;tor penyebabnya. [-aktor penyebab tersebut antara lain
berupa faktor intern dari Kartor Pertanahan Kabupaten Sidrap dan juga

faktor yang sifatnya ekstern yang berasal dari imasyarakat.
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a. Faktor yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap

Dalam pelaksanaan perubahan hak milik atas tanah untuk RS
dan RSS terdapat beberapa penyebab dari Kantor Pertanahan
kabupaten Sidrap. Faktor-faktor penyebab yang dijelaskan oleh
Suhartono selaku Kepala Seksi Hak tanah dan Pendaftaran tanah
dalam wawancara pada hari jumat tanggal 28 desember 2007
antara lain, sebagai berikut :
1.kurangnya sosialisasi tentang kebijakan dan peraturan-peraturan

vang dikeluarkar oleh BPN khususnya inengenai perubahan
status HGB meniadi hak milik. ’

Dalam mensosialisasikan kebijakan dan peraturan-peraturan

baru selama ini BPN melakukan penyuiuhan-penyuluhan dan
mengumumkan lewat media massa yang sifatnya terbatas,
sehingga masyarakat banyal¢ yang belum memahami mengenai
peraturan tersebut.

2.Kantor Pertanzahan Kabupaten Sidrap belum dilengkapi bagan alir
proses perubahan hak atas tanah secara lengkap dengan
perincia;n biaya sehingga masyarakat belum memahami tata cara
pengurusan perubahan hak atas tanahnya.

Kantor Pertanahan Kabugzaten Sidrap belum dilengkapi dengan

bagan alir {mekanisme perubahan hak) disebabkan oleh
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terkadang dalam dua seksi tenaga pelaksananya satu orang,
sehingga penjelasan mengenai Proses dan rincian biaya,
biasanya dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut.

3.Lambatnya waktu penyelesaiannya perubahan hak masih
dirasakan oleh pemilik RS dan RSS.

Berdasarkan perolehan wawancara dengan 4 (empat) orang
yang sudah mengubah status hak atas tanahnyz, waktu yang
dibutuhkan dalam petubahan hak atas tanah HGB menjadi hak
milik berbeda-beda dapat diiihat dari hasil wawancara sebagai
berikut :

Wawancara dengan Sarni selaku pemilik rumah di BTN
Wesabbe pada hari selasa tanggal 25 Desember 2007,
mengatakan bahwa : “Waktu yang dibutuhkan pada saat melakukan
perubahan HGB menjadi hak milik atas tanahnya adalah 10 hari".

Wawancara dengan Basri Bohari selaku pemilik rumah di BTN
Wesabbe pada hari selasa tanggal 25 Desember 2007,
mengatakan bahwa : “Pada saal mengubah status HGB menjadi
hak milik .atas tanahnya hanya membutubkan 6 hari kerja”.

Wawancara dengan Tanda Iskandar selaku pemilik rumah di

BTN Arawa pada hari rabu tanggal 26 Desember 2007,
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mengatakan bakwa : “Dalam pengurusan perubahan HGB menjadi
hak milik atas tanahinya memerlukan waktu 3 minggu”.

Wawancara dengan Diana selaku pemilik rumah di BTN Arawa
pada hari selasa tanggal 26 Desember 2007, mengatakan bahwa :
“Waktu yang dibutuhkan pada saat melakukan pesibahan hak atas
tanahnya lumayan lama yaitu lebih dari 1 bulan”.

Perbandingan antara hasil perolehan wawancara dengan
masyarakat yang telah mengubah status hak atas tanahnya dengan
waktu yang sebenarnya yang dibutuhkan dalam proses perubahan
HGB menjadi hak milik terlihat perbedaan, kerena sebenarnya
wakiu yang dibutuhkan dalam proses perubahan status HGB
menjadi hak milik adalah 6 hari keija, tapi fakta yang diperoleh dari
lapangan rata-rata waktu yang dibutuhkan diatas dari 6 hari kerja.
Lambangnya waktu penyelesaian perubahan Hak tersebut
disebabkan volume kerja seksi pengukuran dan pendaftaran hak
sangat tinggi sedang tenaga kerja terbatas. Hal tersebut sesuai
dengan penjelasan Suhartono selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan
pendaftar‘an tanah yang diwawancarai pada hari jumat tanggal 28
Desember 2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap, bahwa :
sebenarnya waktu yang dibuiuhkan dalam perubahan HGB menjadi

hak milik adalah 6 hari kerfja. Lamanya wzktu yang dibutuhkan
dalam penyelesaian perubahan hak disebabkan volume pekerjaan
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seksi pengukuran dan pendaftaran khususitya seksi hak tanah dan
pendaftaran tanah yang tinggi sedang tenaga pelaksana terbatas.

Hal senada juga diungkapkan oleh Amir selaku kepala sub

seksi pendaftaran tanah yang diwawancarai pada hari selasa
tanggal 22 April 2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap
mengatakan bahwa :
Kantor ini memiliki tenaga kerja terbatas jika dibandingkan dengan
volume pekesjaan, sehingga hal tersebut berdampak pada preses
penyelesaian perubahan hak yang memungkinkan lambatnya
waktu penyelesaian.

Faktor penyebab yang lain adalah adanya pungutan liar diluar
ketentuan resmi yang ditetapkan, sehingga dalam pelaksaraannya
masyarakat dipungut biaya yang lebih dari ketentuan resmi
tersebut. Daii_ hasil perolehan wawancara kepada pemilik RS dan
RSS yang telah mengubah hak atas tanahnya, terdapat perbedaan
besarnya biaya yang dikeluarkan, yang dapat dilinat sebagai
berikut :

Wawancara dengan Sarni selaku pemilik rumah di ETN
Wesabbe pada hari selasa fanggal 25 Desember 2007,
mengatal.can bahwa : biaya yang dibayar pada saa: melakukan
perubahan HGB menjadi hak milik atas tanahnya adalah sebesar

Rp 50.000,~.
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Wawancara dengan Basri Bohari selaku pemilik rumah di BTN
wesabbe pada hari selasa tanggal 25 Desember 2007, mengatakan
bahwa : pada saat mengubah status HGB menjadi hak milik atas

tanahnya, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 300.000,-.

Wawancara dengan Tanda Iskandar selaku pemilik rumah di
BTN Arawa pada hari rabu tanggal 26 Desember 2007,
mengatakan bahwa : dalam pengurusan perubahan HGb menjadi
hak milik atas tanahnya biaya yang dikeluarkan sebesar Rp
200,000,-.

Wawancara dengan Diana selaku pemilik rumah di BTN arawa
pada hari rabu tanggal 26 Desember 2007, mengatakan bahwa :
biaya yang saya bayar pada saat melakukan perubahan hak adalah
sebasar Rp 150.000,-.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa biaya
yang telah dikeluarkan oleh masyarakat/pemilik RS dan RSS
adalah sangat tinggi bila dibandingkan dengar biaya resmi yang
telan aitetapkan yaitu sebesar Rp 50.000,-~. Hal ini memberatkan
masyara!;at pemilik RSS darn RSS yang mayoritas masyarakat

eronomi leman.
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Dari hasil wawancara dengan Amir selaku Kepala Sub Seksi
Pendaftaran Tanah pada hari Selasa tanggal 22 April 2008 di
Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap mengatakan bahwa :
Biaya'untuk perubahan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sidrap sebenamya sesuai dengan keteniuan resmi, tapi adakalanya
masyarakat banyak mengeluarkan biaya karena mereka tidak
mengurus sendiri permohonan peningkatan hak tersebut.

Leblh lanjut Suhartono selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah yang diwawancarai pada har jumat tanggal 28
Desember 2008 di Kantor Perfanahan Kabupaten Sidrap,
mengatakan bahwa :

>

adanya pungutan diluar ketentuan tersebut disebabkan masyarakat
tidak mengurus sendiri peningkatan hak atas tanahnya melalui loket
yang telah disediakan melainkan melalui pihak lain atau perantara,
baik itu petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap maupun
Notaris/PPAT ataupun juga pihak lain. Ha! ini memicu timbulnya
kolusi di dalam Kantor Pertanahan.
. Faktor penyebab dari masyarakat

Disamping faktor-faktor tersebut di atas, faktor yang
menyebabkan masih banyaknya tanah HGB untuk RS dan RSS
belum diubah menjadi hak milik adaiah dari masyarakat itu sendiri.
Mereka beranggapan bahwa mengurus sertifikat di Kantor
Pertanahan prosedurnya rumit dan lama disamping arena KPRnya
belum Lunas dan biaya mahal, tentang hal ini dapat kita lihat pada

tabel berikut :




Tabel 6
Alasan Pemilik RS dan RSS
Belum Mengubah HGB Menjadi Hak Milik
No | Alasan Belum Mengubah Frekuensi Persentase
HGB (%)
1 | belum lunas 16 26,7
2 | prosedurnya rumit dan lama 18 30
3 | biaya mahal 20 33,3
4 | tidak menjawab 6 10
jumlah 60 100

Sumber: hasil pengolahan data tahun 2008

>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa alasan masin banyak
tanah HGB untuk RS dan RSS yang belum diubah mejadi hak milik
oleh pemiliknﬁa adalah responden yang menyatakan biaya mahal
sebanyak 20 orang atau 33,3 %, responden yang menyatakan
alasan karena prosedumnya rumit dan lama sebanyak 18 orang atau
30 %, responden yang menyatakan alasan karera belum lunas
sebanyak 16 orang atau 26,7 % dan responden tadak menjawab
sebanyak 6 orang atau 10 %.

Dengan melihat persentase atas alasan belum lunas KPRnya
pemilik RS dan RSS belum mengubah status HGBnya menjadi hak
milik sangatlah mendasar, kerena mereka harus memenuhi

persyaratan tambahan dengan melampirkan surat ijin dari Bark
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pemberi kredit. Hal ini berkaltan dengan sertipikat HGB

bersangkutan berada di Bank tersebut sebagai jaminan.

Sedangkan dari 4 responden yang telah mengubah hak tas

tanahnya menyatakan mereka lebih bayak mengurus lewat orang

lain/perantara. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Pengurusan Perubahan Hak

DI Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap

No | Pengurusan Perubaha hak frekuensi Persentase (%)
1 | Sendiri 1 28,3
2 | Lewat orang lain 3 71,7
Jumlah 4 100

Sumber : hasil pengolahan data {ahun 2008

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang

mengurus sendiri permohonan perubahan haknya hanya 1 orang

atau 28,3 % sedangkan yang mengurus melalui perantara atau

lewat orang lain sebanyak 3 orang atau 71,7 % dari jumlah orang

yang telah mengubah haknya.

Hal - inifah yang menyebabkan pengurusan permohonan

perubahan hak dari HGB manjadi hak milik untuk RS dan RES

menjadi iebih rumit dan mahal biayanya dari ketentuan resmi yang

ditetapkan Kantor Pertanahan. Alasan lain menurut pemilik RS dan

RSS mengurus perubahan haknya melalui perantara atau orang
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lain adalah masalah waktu dan tidak perlu repot-repot dan
walaupun diurus sendiri biaya juga tetap tidak jauh berbeda.
Penyebab lain sehingga masyarakat enggan mengurus sendiri
perubahan hak atas tanahnya adalah adanva anggapan dari
masyarakat yang berkembang selaina ini bahwa pengurusan
sertipikat di Kantor Pertanahan rumit dan berbelit-belit, hal ini dapat
kita lihat tanggapan masyarakat tentang pengurusan penyelesaian
permohonan perubahan hak di Kantor Pertanahan pada tabel
berikut :
Tabel 8 *

Tanggapan Masyarakat Mengenai Penyelesalan
Permohonan Perubahan Hak Atas Tanahnya

No | Tanggapan Masyarakat | Frekuensi Persentase (%)

1 Mudah 14 23,3

2 | Rumit 46 76,7
jumlah 60 100

Sumber : hasil pengolahan data 2008
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
masyarakat terhadap pelayanan penyelesaian permohonan
perubahan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap, dari 60
responden yang telah inengubah hak atas tanahnya, yang
menyatakan bahwa pengurusan sertipikat dikantor reitananan i

mudah sebanyak 14 orang atau 23,3 % sedangkan yang
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menyatakan rumit sebanyak 46 orang atau 76,7 %, jadi anggapan
masyarakat terhadap pelayanan Kantor Pertanahan lebih banyak
menyatakan rumit dari pada menyatakan mudah.

Untuk mengatasi anggapan masyarakat tersebut Kantor
Pertanahan harus mengubah intensitas penyuluhan kepada
masyarakat , sebab dengan adanya anggapan seperli ini pada
umumnya mereka mengurus nerubahan haknya metalui orang lain
sehingga biaya yang dikeluarkan lebih mahal.

3.4 Pelaksanaan Mekanisme Perubahan HGB Menjadi Hak Milik Untuk
RS dan RSS. .
Mekanisme pelaksanaan perubahan hak milik untuk RS dan

RSS dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1997 jis Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 tahun 1897
dan Keputusan Menteri Negara Agraria/lKepala Badan Pertanahan
Nasional No.1 tahun 1998, maka HGB atas tanah untuk RS dan RSS
diatas tanah Negara termasuk diatas tanah hak pengelolaan,
kepunyaari fanah perseorangan warga Megara Indonesia, atas
permohonan pemegang hak atau kuasanya diubah menjadi hak milik,

idemikian juga untuk tanah RS dan RSS diatas tanah hak pengelolaan
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kepunyaan warga Negara Indonesia yang beium dipunyai dengan HGB
diberikan dengan hak milik (pasal 2 KMNA /KBPN No. 9/ 1997).
Permohonan pendaftaran HGB menjadi hak milik tersebut

éjdiajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan disertai :

1. Sertifikat HGB yang dimohon diubah menjadi hak milik

2. Akta jual beli atau surat perolehan mengenai rumah beserta tanah
yang bersangkutan

3. Surat persetujuan dari pemegang hak tanggungan apabila tanah
tersebut dibebani hak tanggungan.

Apabila tanah RS dan RSS yang bersangkutan sudah diperoleh
dari pengembang, akan {etapi belum dipisah dari HGB Induk,
permohonannya diajukan bersama dengan permohonan pendaftaran
peralihan hak atas tanah bersangkutan (pasal 3 ayat (2) KMNA/KBPN
No.9 / 1997). .

Tanah HGB yang menjadi kriteria yang dimiliki oleh perorangan
warga Negal:a Indonesia yang dimohon hak miliknya itu, kemudian
dinyatakan sebagai tanah Negara dan sekaligus diberikan hak milik
kepada bekas pemegang HGB tersebut. Hal ini untuk melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan kepastian mengenai
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kelangsungan hak atas tanah yang dipergunakan oleh kebanyakan
masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Umum BPN Nomor
500-1596-D! tanggal 18 mei 1998 perihal petunjuk pelaksanaan tentang
tata cara pengurusan dan penyelesaian sertipikat HGB (induk) dan
pemberian hak miiik alas tanah untuk RS dan RSS adalah sebagai
berikut :

a. Sertipikat belum diproses
1.setelah pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) langsung

diajukan perrnchnnan pendaftaran hak milik 2

2.Pensertipikatan diproses dengan surat perjanjian kerja sama

(SPPKS).

‘b. Sertipikat HGB telah terbit
1. Apabila rumah dan tanah {elah lunas
a) Pemilik rumah dapat mengurus pendaftaran perubahan haknya
sendiri dengan beban dan tanggung jawab sendiri denagn
ketentuan :
1) Lilas tanah dalam KPR/AJB (kredit Pemilikan Rumah/akta
jual beli) sama dengan luas tanah dalam seretifikat HGBnya

2) Kelebihan tanah telah dibayar lunas.
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b) Apabila bukti pemilikan dari permohonan tidak jelas sehingga
memerlukan penelitian/evaluasi, maka biaya-biaya yang
dibutuhkan untuk kejelasan pemilikan tersebut menjadi beban
pemilik rumah.

2. Rumah dan tanah belum lunas

a. Bank Pemberi Kredit

1) Diperlukan ijin dari Bank pernberi kredit untuk dilaksanakan
pendaftaran perubahan hak mengingat sertifikat HGB yang
bersangkutan berada di Bank pemberi Kredit.

2) Perlu kejelasan mengenai pemilikan rumah terakhir
disesualkan nama yang fercanium dalam serlipikat HGB.
Apabila terdapat perbedaan nama pemilik, maka diperlukan
penyelesaian dengan instansi {erkait dan Dbiaya
penyelesaian tersebut ditanggung oleh pemilik rumah
{pemohon).

3) Bank pemberi kredit akan menetapkan cara pengurusan
pendaftaran perubahan hak.

Dari tatél cara yang ditetapkan diatas untuk pemilikan rumah yang

belum lunas diperiukan ijin dari Bank pemberi kredit. Hal 1m perkaitan

dengan sertipikat yang masih berada dipihak Bank untuk mengeluarkan
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setipikat HGBnya, pemilik RS dan RSS harus mengikuti prosedur yang
berlaku.

Untuk perubahan peningkatan HGB menjadi Hak milik tersebut
dan permohonannya. pemohon tidak lagi dibebani uang pemasukan
dan administrasi serta sumbangan landreform sesuai dengan surat
MNA / KBPN No.300-1954 tanggal 22 juni 1998 tentang penyampatan
PMNA /KBPN No.4 tahun 1998 perihal pedoman penetapan uang
pemasukan dalam pemberian hak atas tanah l\!egara.

Untuk merealisasikan kebijaksar;aan tersebut maka Kantor
Pertanahan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan
kegiatan peningkatan HGB menjadi hak milik untuk RS dan RSS sesuai
dengan KMNA/KBPN No.9 tahun 1897 jis KMNA/KBPN No.15 tahun
1897 dan KMNA/KBPN No.1 tahun 1998. Berdasarkan instruksi
MNA/KBPN No.3 tahun 1998 tentang peningkatan efisiensi dan ku’élitas
pelayanan masyarakat di bidang pertanahan, maka pelayanan
pemberian hak milik pada RS dan RSS felah disiapkan dan difungsikan
sistem loket serta mewajibkan semua jenis pelayanan pertanahan
melalui sistem loket yang telah ditetapkan, yaitu :

Loket! :informasi pelayanan

Loket Il :-penyerahan dokumen permohonan pelayanan
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- meneliti kelengkapan materi dokumen

- membuat dan membeii STTD kepada pemohon

- membuat SPS

- menyerahkan dokumen kepetugas loket |1 ¥

- melakukan pencatatan pada DI 301

- melakukan pencatatan pada DI 303

- mencaniumkan nomor dan tanggal DI 301 dan DI 303 pada

STTD dan menyerahkan kembali pgda pemohon l

- menyerahkan dokumen ke Kasubsi Pendaftaran hak
Loket Il : - menerima biaya dari pemohon sesuai SPS

- melakukan pencatatan ke dalam BKP dan 8KU

- rnembuat kuitarsi (D 306)

- mencantum nomor dan tanggal DI 306 pada STTD

- menyerahkan dokumen ke petugasloket [l
Loket IV : - melakukan pencatatan pada D] 301A

- menyerahkan sertipikat kepada pemchon dan menark E

STTD asli.
Pelaksanaan peningkatan HGB menjadi hak milik untuk RS dan

RSS didasarkan pada KMNA/KBPN No.9 tahun 1997 jis KMNA/KBFN
No.15 tahun 1997 dan KMNA/KBPN No.1 tahun 1998 adalah sebagai

DeNKUL .
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. Permochonan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan sub seksi

Pendaftaran Hak dengan melampirkan :

Identitas pemohon

Sertipikat hak atas tansh yang bersangkutan (settipikat HGB

fama)

Akta jual belifsurat perolehan

Surat persetyjuan dari pemegang hak tanggungan

. Setelah berkas permohonan diterima, Ke.pala Kantor Pertanahan
mengeluarkan biaya pendaftaran tanah, setelah uang dari pemohon
kemudian dibukukan lalu dibuatkan kuitansi sebagai tanda bukti
penerimaan uang dari pernohon sebagal tanda bukti pembayaran.

. Kemudian petugas teknis membukukan dokumen pada, lalu Kasubsi
Pendaftaran Hak mempelajari dan menunjuk petugas pelaksana
untuk mengelola datanya, Kasubsi PH dan PPT meneliti dan
memberikan paraf pada konsep buku tanah dan sertipikat, selajutnya
seluruh dokumen dikirim ke Kepala Kantor.

. Setelah diteliti lebih [aniut, maka Kepala Kantor Pertanahan
mendaftar status tanah HGB menjadi hak milik dengan memberikan
calatan dengan tinta merah atau cap pada halaman pendaftaran

peralihan hak dalam buku tanah yang bersangkutan dan

sertipikatnya serta daftar umium lainnya dan sebutan serta nomomya
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didalarn buku tanah dan daftar umum lainnya dicoret dan diganti

dengan sebutan hak milik beserta nomornya.




BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan ' {
A fakior-faktor yang menyebabakan pemilik tanah RS dan RSS belum
meningkatkan status hak atas tanahnya.
a.Kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanzhan mengenai kebijakan dan
peraturan-peraturan yang dikeluarakannya Khususnya mengenai
peningkatan HGB menjadi hak milik atas tanah untuk RS dan RSS.
b. Prosedur dan biaya yang masih dirasakan rumit dan memberatkan.
¢. Masih adanya pungutan diluar ketentuan resmi yang telah ditetapkan.
d. Waktu penyelesaian peningkatan dan pendaftaran hak dirasakan masih
lamban.
e.Masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa pengurusan sertipikat
di Kantor Fertanahan terkesan rumit, memeriukan wakiu yang lama serta
biaya yang mahal dan KPR belum {unas sehingga mereka enggan
berurusan dengan Kantor pertanahan untuk meningkatkan hak atas
tanahnya.
B. Pelaksanaan prosedur dalam pengajuan pemnchonan peningkatan HGB
menjadi hak milik.
Mekanisme pelzksanaan peningkatan HGB menjadi hak milik

untuk RS dan RSS dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara
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Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1997 jis

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

No, 15 tahun 1997 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 1998, maka prosedur

Permohonan pendaftaran HGB menjadi hak milik diajukan kepada

Kepala Kantor Pertana'han dengan disertai :

4, Sertipikat HGB yang dimohon diubah menjadi hak miilik

5. Akta jual beli atau surat pzrolehan mengenai rumah beserta tanah
yang bersangkutan

6. Surat persetujuan dari pemegang hak tanggungan apabila tanah
tersebut dibebani hak tanggungan.

Apabila tanah RS dan RSS yang bersangkutan sudah diperoleh
dari pengembang, akan tetapi belum dipisah dari HGB Induk,
permohonannya diajukan EJelsama dengan permohonan pendaftaran
peralihan hak atas tanah bersangkutan (pasal 3 ayat (2) KMNAJKBPN
No.9 / 1997).

4.2 Saran-Saran

1.untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam
perubahan HGB menjadi hak milik atas tanah untuk RS dan RSS, Kantor
Pertanahan Kabupaten Sidrap hendaknya melaksanakan peningkatan

tersebut sesuai dengan bagan alir proses perubahan HGB menjadi hak
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milik untuk RS dan RSS secara lengkap, termasuk persyaratan, waktu
dan biaya yang harus dikeluarkar harus dijelaskan secara transparan.
Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap perlt meningkatkan
intensitas penyuluhan kepada masyarakat.

2.Bagi masyarakat pemilik RS dan RSS sebaiknya dalam mengajukan
permiohonan perubahan HGB menjadi hak milik dilakukan dengan

pengurusan szcara kolekiif.
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Pecdoman Wawancara Kepada Kantor Pertanahan

Identitas Responden

Nama

Jabatan

Pertanyaan

I.

Bagaimana prosedur pelaksanaan perubahan hak atas tanah HGB
menjadi Hak Milik untuk RSS dan RS di Kantor Pertananan Kota
Makassar ?

Berapa jumiah hasil perubahan hak dari HGB menjadi Hak Milik
untuk KRSS/RS di Kantor Pertang™an kota Makassar sejak
dikeluarkannya KMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1997 jis
KMNA/KBPN Nomor 15 Tahun 1997 dan KMNA/KBPN Nomor |
Tahun 1998 sampai sekarang ? _

Berapa biaya resmi yang dikeluarkan pemiiik RSS/RS untuk merubah
hak dari HGB menjadi Hak Milik 7

Apakah ada biaya tidak resmi yang dipungut Kantor Pertanahan Kota
Makassar dalam pelaksanaan perubahan Hak untuk RSS dan RS?
Usaha apa vang dilaksanaan Kantor Pertanahan Kota Makassar agar
masyarakat secara transparan dapat mengetahui pelaksanaan
perubahan hak untuk RSS dan RS ini, baik tata cara, biaya yang

dikeluarkan maupun lamanya waktu penyelesaian ?

Responden




DAFTAR PERTANYAAN

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama

Umur

Alamat
B. PELAKSANAAN

1.

12

Lo

1.1'

Apakah Bapak / Ibu pemilik RS dan RSS ini ?

a. Ya.

b. Bukan -

Dari mana Bapak/ Ibu medapatkan informasi mengenai adanys perubahan HGB
atas Fanab untuk RS dan }}SS menjadi hak milik ?

a. Duui orang Iain / reuingga.

b, Dari aparat kantor pertanahon

Bagairasng wenurut Bapak / [be pelavanan yang dibeiikan kantor Pertanaban
dzlam pelaksanaan permohenan perubahan hak ?

a. MMudah

b. Runit

Dalam mengajukan permohonan perubabon hak , apakah diurus sendiri atay
melalui perantara ?

a. Diurussendin .

b. Melalui perantara

Barapa biaya yang dikeluarkan untuk mengajuk:an permohonan sampai keluarnys
sertifikaz 7

a. Rp. 10.000,- s/d Rp. 50.000,-

b. Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,-

c. Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,-

d. Diavas Rp. 200.000,-

Berapa luma waktu yang dibutuhkan sampai dengan selesuinyz; sertifikat ?

a. 6 hari . '

b. 6s/d 12 hari

c. 12 haris/d 18 hari

d. Diatas 18 hari.

Sidrap, 2007

Responden.



DAFTAR PERTANYAAN

A. IDENTITAS RESPONDEN

MNama

Umur

Alamat
B. PELAKSANAAN

l’

Apakah Bapak / Ibu pemilik RS cdan RSS ini 7

a. Ya,

b. Bukun

Apaka Bapak /Ibu telah nicrubah status HGB untuk R8/RSS menjadi hak milik ?
a. Ya ’

b. Tidak.

Apakah Bapak / Ibu tahu kalau tanah HGB untuk RS/ RSS dapat dirubah menjadi
hak milik ?

a. Ya.

b. Tidak

Dari mana Bapak/ Ibu tahu kalau taneh HGB untuk RS/RSS dapat dirubah
menjadi hak milik ?

a. Aparut BPN

b. Orang lain/ tetangga.

", +

¢. Dan lain-lain.

Mengapa Bapik / Ibu tidak merubah status FIGB untuk RS/RSS ini menjadi hak
milik ?

a. Belum lunas

b. Prosedurnya rumit dan [ana

¢. Biayanya mahal .

Dari mana Bapak / Tbu tahu kalau pengurusan perubahan tanah HGB untux
RS/RSS menjadi hak milik prosedurnya rumit dan lama serta biaya yang mahal ?

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Responden,
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL .

ISIHGAMAHGAHAJA HOMOR 2 JAKAHTA SELATAH l"f“"“' POS 2412 TELP.7093933 —

2

. Jakartay 18 Mei - - 1998
“ v b . ‘-‘ T
. Kepada Ylh :
" : 500-1596.01 , .- o :
¢ Segera \ 1. Sdr. chalaf Kanfor - MWilayah
Hran . _ Badan’. Pertanahan "Nasional
al : Petunjuk Pelaksinaan {entang Propins! . : ’
tata cara Pengurusan Hak dan 2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Penyelesain - sertipikat | Hak .’ K‘xbup'ltcnll{ommndya
Guna Bangunan (Induk) tanah - e Di. *
Perum Perumnas dan Pemberi- R §I’=L!J!\3L1H INDONESIA
an Hak Mihk atas tanah untuk Coe - ’ ‘ oo
RSS dan RS mnah  Perum - RPEE e ’
Perumnas . )

b mmt s dmmpus — orra s weemiea

Sehubungin - depgun akhir-ak Iur Ani banyak pcrmohonan Hak Gimna

) Hangumin (Induk) dari Pcrum Pc.mmnas dan berkenaan dcngan.dnkclu'\rk\nnva
Keputusan Mentert Negiar '\m arin/Kepala Budan PLn.mdhan Nasional ‘Nomor 9
Tahun 1997 tentng pemberian Hak Milik atas tanah untuk ‘Rumah  Sangal

. Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana® (RS). yang ‘diubah dcngan Keputusan *
Menterr Nepara Agraria/Kepala ‘Badan ‘Pértanahan’ Nasional Nomor 15 Tahun

BT dan diperluas  penerapannya © dengan Keputusaf. Menteri Negara
Agearia/Repala Badan Pertanahan Nasional Nomor | Tahun 1998, dengan ini
disampaikin Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Pcngurusan Hak dan
Penyelesaan sertipikat Hak Guna Bangunan (Induk) tanah Perum: Perumnas dun
Femberiar Hah Milik atas tanah untuk RSS daf RS- tanih Perum Perumnas,
Jdenpan berpedenman padis Surat Perjanjian Kerja Sama antara Perum  Pentmnas
deayan Badun  Pertanaban Nasiopal *  tanggal 27 .Aprily 1995
Mo PLHAK PERTAMA ¢ DIRUT/IIIN0G/IV/I995  tentang Pc,ngurus:m

PINAK KEDUA ¢ SPK.16/IV/98 ’

Hak dan Penyelesaian Sertipikat Tanah Perum Perimnas dan. Sural Edmm
Deput Brdang Urvan tanggal 16 Mei 1995 Nomuor 560.1- 1301 DI perihal biayn
pembuatan Peta Suuasi Kdpling, pclm.rtiptkann Hak Pengelolaan tanah Perim
Penumnas dan 11ak Guna Bangunan/iiak Pakai diatas tanah Peljt_xm Perumaas

sebagai berthas

*

. IA.PETUNJUK....




A

PETUNJUK PELA KS.-\.\'.-\.-\.\' :

1.

PETUNJUR  PELAKSANAAN TENTANG TATA CARA DAN
FENYELERS. AIAN  SERTIPIKAT  HAK GUNA BANGU\:\:\
tINDU RS l'.-\.\-'\ll PERLUM !‘!-ZRU:\'I\':\Q

Bahwa hegutan pengurusan hak dan pcn)-cleS‘mn scmplkat Hak Guna
Bangunasn (nduk) atas tanah Perum Perumnas sima dengan kegiatao
pengunitan hak dan'penyelesaian sertipikat Hak Pengelolaan atas tanah
Perum Perumnas, maka Kegiatan pengurusan hak dan penyclesaian
csergmbar Hak Guoa Bangunan (Induk) atas tanab Perum Perumnas
‘d"w Perpedaman pada LEgialnn pengurusan hak dan penyelesaian
sermka; Hak i'cn;.clola'\r alas tapah Perum Perumnas® sebagaimana
dwraban dalam Pelunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kcrja Sama antary

" Perum Perumnay dengan Badin - Perntanahan, Nasional tanggal 27

Apad o juns \umnr PIUAK PERTAMA : DIRUT/133/10/1V/1995
+ PIHHAK KEDUA  : SPKR.16/1V/1995
dengan penyesuaian seperlunyid, sebagai contoh ¢ Sural Perjanjian
Pelaksanaan Kerja Sama (SPPKS) ditanda tangani oleh Kepala Cabang
Perim Peruminas dan Kepala Kantor  Wilayah .Ba'ldan’ Pertanahan
Nasonal I‘rnpin:’:i'vang'hcrsangkman. . .

PETUNJUK PELAKSANAAN  TENTANG  TATA  CARA
PENGURUSAN HAK DAN PENYELESAIAN HAK MILIK ATAS
TANA UNTUK ns.s DAN RS. :

Pemilik RSS!RS Penm Perumnas, sesuai  dengan Kriteria yang
ditetapkan ‘akan mimperoleh sn.rtlpikat Hak, Milik, Sedangkan untuk
pemilik RSS/RS yang ‘telah mcm:hki sertipikat HGB yang telah lunas
{tunai), dapat mengajukan pcndaf{aran pcrubahan haknya, sedangkan
pcndm.u.m perubahan hak untuk rumah yang masih duamlnkan dl,
Bank m.'rlu persetujuan Bank, Pemberi Kredit. - ,
Perhedaan knndisi snrlupﬂ.'\l sehagaimana tersebut.di’ atas, ‘mengakibai-
Kan pcrhuh.m ata Lara pengurusan haL yang harus dilaksanakan,
’\d.lplll'l proses pengurisan Imk lc;'s'but adalah sebagai bcnkut
. \trtlptk.u llclum I)tpruscs

11 Setelah  pelaksanaan’ l\PR langsung dlajukan permohonan

pendaftatin Hak Milik.
H l’:.mcruplk'uan diproscs dcngan mcnggunakan SPPKS

b, Sertipikat ('llak Guna Bangunan) ‘l‘clah’fI‘erl;it o
T - IApabila....

s




\pabula sertipikat HGR “telah Terbit, Qapat diajukan p'cruliahan,

nakaya menjadi Hak Mibk namun dibedakin antira rumah dan

sanah s ang telah’lunas dan’selum’ lunas hcnlplknt bcrada dl Banm

L]
L]

1 !lum {1} d.m l.m.lh I‘ohh Lunas
fImpHl - ¢ vy .‘ woer Lo
"I

o Penntih rumah dapat” mcn;_.ums pendaftaran pémbdlmn L.

haknya sendiri dengan beban -dan tanggung Jawabny.n

sendirt dengan kKerentuan bahwa ’

*1e luas tanah dalam KPR/AJB sama dcng‘m Iu“ tanah
daldny seriipikal HGBnya -

121 Kelebihan tanaki telah thh.i_\':trztgnus. . T

i Pemrosesan  pendaftaran pcmh..\h.m: hak dilaksanakin
dengian, Jditembay i uang | admunistrasi ke Megara serta
sumlmnu:m pelaksanaan landreform’ sebesar Rp. 15.000.-
din biaya peadaftaran sesuai ketentuan yang berlaky,

¢r  Apabila bukti pemilikan dar peniohon tidak jelas sehingga
memeriukan penelitian/evaluasi,, maka biaya-bia}é.yang
dibutuhkan unfuk kejelasan pemilikan tersebul menjadi
beban pemilik nimah, ‘

b} . ar e ' .
2) I.l'llll_i.l.lh dan l_-.lll:lh ISI.IE_m? Lun.}s N
) Bank Pemberi Kredit

{1} Diperlukan ijin dari Bank pcmbcn kredit’ untuk
dilaksanakannya  pendaftaran  perubahan  .hak
mengingat sertipikat HGD yang bersangkutan berada
i Bank pemberi kredit,

21 Perlu kejelasan mengenai pemilik rumah terakhir
discsuaikan dengan nama yang tercantum dalam
sertipikat 1HGB. Apabila terdapat perbedaan -nama
pemilik, maka diperlukan penyélesaian  dengan
" instansi terkait dan biaya atas penyelesaian tersebut
"difanggung psmilik rumah (pemohon). |

(3)" Bank pemberi Kkredit. akan menetapkan cara
'pcn;_,urus'm pcndanaran pcmbahan hak.

b) [Peruim. Pt.rumms
Untuk pemilik nimah yang masih mcnunggak d1lnm

4

pembayaran - keleblhari  tanah  dapat  .mengajukan”

pérmohonan  perubahan © haknya  setelah.- mendapat
rekomendasi dari Perum Perumpas.,

/B, PEMBIAYAAN.. .
H




B. FPEMBIAYAAN

3 BIAYA PENGURUSAN HAK DAN PENYELESAIAN SERTIPIKAT
HAK GUNA BANGUNAN SINDURW ATAS. TANAH;LOhAbl
YANG  TELAH I)mI,BASI\AN/DH\UASAI OLEH PERUM
PERUMNAS SE Bl"’u\l{ Rp. 49,-/N2 DIT-\MBAH SEBESAR
Rp. 200700, PR LOKASI UNTUK UM!(, PENGGM\TI
CETAR BLANGKO SERTIPIKAT. LEMBAR ISIAN, BIAYA
PENHLIDAN  DAN  BIAYA PENDAFTARAN HAK, SERTA
PENGEPRJIAANNYA, DENGAN RINCIAN SEBAGAI] BERIKUT

o DERantor Pertanahi

i e Versagaian Kol gy KOty
I T i

P Lenshag aan permobonan HAK GUNA BANGUNAN

(INDUK PSP eeemm Rp.. ,1.000,-/Lokasi
S Penchinan “erkas, |1Lm.nl.1.1.m data, formulir pt.rmohonan )

hakh  penyusunin pumusulan peemohonan (hak, surat

mens uni, (.uLUInL‘nlm|!pan;_..md¢lall. laporan, dan’

pengirmmannyi serla alat lis kantor denghn minimum. .. ]

Rp 200.000.- per 1oKasi..virivressinennens teeeennsRDL 10,-1M2
1 Pemeriksaan tanah, sidang dan rapat, penyusunah Risa- . L

Lth Rapan eleh Panitia Pc&zwrik_.s:mrl Tanah A: dengan

Ll

-

menenam Rp 2AXL000.- per lokasis,.eo.. oLl Rpes 7 2,-/M2
Kotehma dan kooerdinasi, dengan minimum '
Rp SO0 00 per okasio... v, e Rp. 2,-IM2
S Blanghoe Sertpikat dan Lensbar {sian...... errenas Rp. 2. 700 -/Lokasi
f Penveran Bukue Tanah, Sectipikat, Gambar Siruasi/
Sutas U dan Lembar Isian ... PURRPPIN Rp.100.000.-/Lokasi
T Pemdattanes Hak onnnns, Ve t. ..:..Rp.l'O0.000.-”‘_OkaSi .

11 DI Kaotor Wiliyah Badar Pertanghan Naslonal Proping!

8 Pembahasanshonsultasi pembuatan SPPKS. v Rpe 3/M2
0 Penelinan berkas, pengolahan data, penyusunan dan

penerbiti Sur.\l'Kupuuwm Pemberian-Hak dan

penggandaan. alat tulis }.-mmr laporan .dan .

pengirimannya......, e tieees e seseenverenes -..:‘..—...'.Rp. !, 9.4/M2
1 Bimbingan/pembinaan tehnis, Lnrclwikoordlmsn ’

evaluas:, monitoring dan penvelesaian msalah.

dengan mimunm Rp. 500,000, - per I0KaSi....covves.RP. - 3-IM2
1E o Pengadaan asilitas Kerja, ..l Ciarersans 2 e Rp. 3,-/M2

111, Di Badan...,




pLLAWE.

. Db Badan Rectanahon Naslonal

13 Dimbmgan/Pembinaan Teknis, korelasi/koordinasl, | - ‘
evaluav, moniioring, penyelesaian masaiah dan
(UL SUEANN RETI.  vavvnirarrnrenneerenroenererenes Rp. 17,-/M2

Mengenatr  hiayacbiaya  Jain yang  berhubungan dengari ° ‘penyelesaian
permohonan HAK GUNA BANGUNAN (INDUK), yaitu

a. Pembuatan dan Pemasangan 1anda-tanda batas;

b. Pengukurin dan Pembuatan Gambar Simafi!Surél Ukur;

c. ."mcrml «n SKPT sesuai dengan kebutuhan;

ditet: wkm Jdalun Surat Perjangian Pelaksanaan Kerja S‘!ma berdasarkan data

hiayn dari Dasrah, sedangkan uang pemasukan/administrasi kepada Negara

vleh Perum Perumnas dibayarkan langsung ke Kas Negara melalui “Bank

Pemerintah sesusi dengan jumlah yang tcrcantur’n dalafq Surat Keputusan
Pemberian [IAK GUNA BANGUNAN (INDUK) , :

*4'3:: BIAYA  PEMDBUATAN  GAMBAR SITUAQI/SURAT UKUR,
PENGURUSAN HAK DAN PENYELESAIAN SERTIFIKAT HAK
MILIK ATAS UNIT® KAPLING DIATAS TANAH PERUM
PERUMNAS SEBESAR Rp. 86.500,- (DELAPAN PULUH ENAM
RIBL LIMA  RATUS RUPIAH) TIAP KAPLING D‘?NGA;\
PERINCIAN. SEBAGAL IIDRIKUT . . TR

L3

[.  Di_RKautor Pertanalian }(nbunntenh{dtamadva'_'

1. Pembuatan, pc:mmng'm pcngukunn pemetaan kcrangka dasar

ek dan hatas-hatds kapling*.io....... seriiacnes STITYPTEN Rp 23.000,-
2. Dattar penghasilan pembuatan .. Gituasi Kaplmg ..... ..Rp: 27300,
3. Penelihan berkas pengolahdn data, formulir pcrmohonan - i
pendaftaran Ink. alat wlis kantor, ‘surat rncnyurat, : '
dohumientasi/penggandaan, laporan dan pcng:r:mannya Rp. 7.500,-
4 Rotelas/koordinast......... B T PP TTTTRYS L3 1 2.000.-
5. Blangko Sertipikal*< dan Lcmbar Isl‘ln........:...—...... Rp.* 2.700.-
6. Pengerjaan Buku Tapdh, Scnipikat. Gnmbar S:masi/Surat Ukur |
[.embar Isian dan ‘penfilidannya. . vy, wevsideneaRp, 5,000, .

7. Daltar p:.nglmn'm pembuatan Gambar’ Suuasu'Surat Uk | tlap
kapling yang merupakan Kutipan Peti Situasi kap!jng ... Rp: #1.000.-
8- PLI'I(] lflﬂl"'ln“'lk** aaaaaaaaaaa X unu.n-una.nou:n:nn.umun.ca-o-RPn-[otooou'

A !

f"‘)Titlnk....




*1lidak ltrm.l?:'uk' patek kapling yang dibebankan- bad'\ pemohon
* dMenyesunikan duu,.m e No. 24 Tahun 1997 tentang I’endufl.lrnn
Tanah

i, D Kantor Wilayvah Bada anahan Naslona

9. Bimbingan/Pémbinaan Teknis, korelasi/koardinasi, monitoring,

evpluas dah penyelesaian masalah... ..l eennann Rp, 4.000.-
0. Pembahasan Konsultasi Pembiatan SPPKS.......ces Voo Rp. 3.000.-
11, Pengadaan fasilitas kerja,.. ... Meereirim s arerenreanacenneen RP. 3.000.-
1. I3 Badan Pertanahan N:\slonal
12, 13mﬂnn\:.mfl’cmtmm.m I:.kms. korclan!koord:nasi evaluasi .
monilorine penyeldsaian masafah dan p:.ngad'mn s'u-am .
N o TR L O P S SR YUPPION Rp. 8.000..
. . ' ’ _— .‘ . . [ ) .- . . )
V. Diaya !\LII'I'II'I]S[I’.!SI KLp.ld’l Ncgara ........ cevireas TTSOPPPPIEN (3% 15.000.-

Mengenai. binya Gperasional lainn)a dilcnpkan dalam Surat Perjanjian

‘Pelaksanaan Keja Sama-berdasarkan bzaya yang ductapkan sesuai kondisi

dari Daerah Yang bcrt:angkut"n

'
* -
v LR

Surat Edaean ini merypakan, tunbahan Sural Edaran Deputi Bidang Unium

.
e *r -

tanggal 16 Mei 1995 Nomor 560.1- 1301 DI yang mefgatur . tentang  biaya
pembuatan Peta Situasi Kﬂplmg. pcnsdmp:katan Hik Pengelotaan tanah Perum
Perumnas dan Hak'Guna Bangunan/Hak' Pakm dmas :anah Perum Pcrumnas

Bemikian agar I‘l'lt.n_]'ldl maklum, .. Lot

- .‘ & - -y

. A.N. MENTERI NEGARA-AGRARIA/
. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PUTY BIDANG UMUM" .

VBUSAN, Disampaikan Kepada Yih ¢ . T . o ’
Dircksi PERUM PERUMNAS, di Jakarta. ' P

RIsWNT-3)

.
.
a tnmmn d—— " —— -
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Nomor : 070/437

Hal :  Kelerangan

Menunjuk Surat
Nomor

Tanggal

Perlhn)

Ketua STPN Togyakanta

255.4/0529
1 Haret 2002
IJin Penolitian,

PEMERINTALL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS )

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Yopyakarts, 4 Marot 2002

Kepada Yth.
Gubermur Sulawori Solatan

di
UJUNCPARDANG

Setelah mempelajaci rencana penelitian/ rescarch design yang diajukan oleh penelili, maka dapat diberikan

surat keterangan kepada :

Nama : MUHALLIS
Pekerjasn : Whse STPH Yogyilarta
Alamat :  dfa, STPN Yogzy: karta

Bermaksud @ ° Nengndakan penslitian dengan judul,

" BTUDI TENTANG HAK MILIK ATAS TAVAH UNTUK RUMAH SANCAT SEDERHANA DAN
RUM/E SEDERTANA DI KOTA MAKASAR PROPINSI SULAWESE SELATAN "

Pembimbing : Dras. Partono, MSi
Lokas : Propinsi Sulawesi Selatan

Peneliti berkewajiban menghormati 7 mentaati Peraturan dan tata terlib yang berlaku di dacrah setempat.

Kemudian harap menjadil.an maklum,

Tembusan Kepada Yil,

I. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagai laporan.

2. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

Fs Kotua STBN Yk 3
!'be.

A.n. Gubernur Dacrah [stimewa Yogyakarta
Pl1t, Kepala Badan Kesatuan dan Pc;lindungan Masyarakat




PEMERINTAH PROVINSI SULAWES! SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884

MAKASSAR 90231
Nomor :070/ 2750 ~III/BKB-8§ Makassar, 26 November 2007.
Sifat ! Bizsga. Kepada _
,Lampiran : Yth. BUPATI SIDRAP
Perihal : Rekomendasi Penelitian. I -

PANGK.S IDEN'HENG.

BerdasarkenSurat  Dekan FPak Hukum Univ, "45% Makassar No.O 031/?3/0-45/

X1/2007 tanggal 24 Novembexr 200 - -
Dcnéan 1m7 dlsampa an kepada Saudara bahwa }ang terscbut di bawahini: -

Nama : NAMRTI

Tcm.patfl'anggall-ﬂhir ! Sidrap, 26 Maret 1984

JenisKclamin :  Perempuan

Pckerjaan : Mah. FH-Univ. "'45“ Mks.

Alamat ¢ Nusa Tamalanrea Indak Blk.PB Ho.;IG Makasgar.

Bcrmaksudakanmcngndnkan pepelit i a n  diDzerah/InstansiSaudara dalam-~
ran enyusunan skripsi den n ;}udul

MASTE M PEMBERTAN HAK MILIK ATAS TANAH UNLUK RUI‘ULH bEDERHANA DAY -
RUNAH bANl:A.I.‘ SEDERHANA DL KAB. bI.IJRAP“ .

Sclama T2 (dua) Bulan 'bmt .27 Nov., 2007 s/d 27 Januari 2008

P - &7
L

Pengikut/peserda : Tidak ada.

Schubungan dengan hal terscbut di alas pada prinsipnya kami dapatmcnyctu_]m kcglatan tersebut
denganketentuan:

1. Scbelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kcpada yang bersangkntan harus melapor k;apada
BupatifWalikola, cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang sctempat apabila kegiatan
dilaksanakan di Kabupaten/Kota,

2. Peneliti1an tidak menyimpang dari Yzin yang diberikan,

3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat
dacrah sctempat. S ERIPS IV

b

4, Menycrahkan 1 (satu} cxeraplar Copy hasil T - kepada Gubemur
Sulawesi Seixtan eq, Kepala Baden Kesnluan Bengsa Provinsi wlawcsx Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian, . T

Tewmbusan: i

1. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakaria .
2. Gubemur Sulawesi Sclatnn (sbg. Lop) di Mokessar /
3. Pangdam VII Wrb, di Makassar W

4, Kapolds Sulsc! di Makassar I DRGL; ',' i
sDekan FH = Univ. "45" Mka. \\,eéng:ﬁ'

63dr, N a m*r 1 . N I P
R:A.‘I' S i p.

Pembina Tk.I
010 245 284.




PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

Jl. Jend. Sudirman 115, Telepon 91173 Pangkajene Kode Yos 91611

Pangkajene, 11 Desember 2007

Kepada
Nomor @ 0707102 fXIlf Bappeda Yih, 1. Kepala BPN
lamp @ - @) Kepala BPS
Hal :  lzin Penelifian. 3. Kepala Kantor Pos & Giro Kab. Sidrap

4, Lurah Batu Lappa
5. Lurah Arawa
Di
Tempat
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Nomor : 070/-11/8KB-SS.

tanggol 26 Okiober 2007 sesuai perihal fersebut diolas, dengan ini disampalkan
kepado saudara bohwa Mahasiswa tersebut dibawah ini ;™

Nama : Namn

Tempat/Tanggal Lahir : Sidrap, 26 Maret 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mah. FH-UNIV, "45"

Alomoi : Nusa Tamalanrea Indah Blk.PB No. 16 Makassar

Bermaksud melokukon Penelitian pada Instansi/ daerah saudara, dalaom
rangka penyelesaian tugas akhir penyusunan skripsi/tesis dengan judul :

" ASPEK HUKUM PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH SEDERHANA DAN
RUMAH SANGAT SEDERHANA DI KAB, SIDRAP ".

Yang akan dilaksanakan dor bulan 11 Desember 2007 s/d 27 Januarl 2008.

Sehuoungan dengan maksud tersebut diatas kami menyetujui kegicz'tcm
tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sesudoh melaoksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melopor

kepada Kepala Bappeda.

2. Penelitian fidak menyimpang dari izin yang diberikan.

3. Mentaali semua peraturan  perundang-undangan yang beraku,
mengindahkan adaot isliadat setempat.

4. Menyerahkan 2 | duo ) sksamplar copy hasil peneliion kepada Kepala
Boppeda.

5. Surat iin akan dicabul kembali dan dinyatakan tidok beraku apabila
temyata pemegang surat izin ini fidak rgpntaoﬁ keientuan diatas.
Demikian disampaikan pada Saudara danatas bantuannya divcapkan

terima kasih.

An, KEPALA BAPFEDA KAB. SIDRAP
ABID LITBANG,

I DY MUH. YUNUS HATTA ~—

ksPahgkat : Pembina
3 Nip : 580013821

Tembuson Kepada Yih.

T Drprmmd Clalmmrmmn e e re e 10 as - L




é:%-\:, BADAN PERTANAHAN NASIONAL

g.
N fgv KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
tg,;: Jalan Kerban 40.000 No. 12 Telp & Fax (0421) 91320 Pangkajene 91611

.-

SURAT KETERANGAN
Nomor : 103/52.20/X1172007.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama :  SUHARTONO, S.H.
b. Jabatan i Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

a, Nama : NAMRI

b, Tempat/tanggal lahir : Sidrap,26 Maret 1984.

c. Pekerjaan :  Mahasiswa FH-UNIV 45 Makassar.

d. alamat :  Nusa Tamalanrea indah Blok PB-16 Makassar.

Benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng
Rappang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ASPEK HUKUM
PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH SEDERHANA DAN
SANGAT SEDERHANA DI KAB.SIDRAP * sesuai izin penelitan BAPPEDA
KAB.SIDRAP Nomor : 070/103/X11/2007, tanggal 11 Desember 2007,

Demikian surat keterangan ini dibuat / diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana perlunya.

Fangkajene, 28 desember 2007,




K BADAN PUSAT STATISTIK
“ KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JL. JEND. SYDIRMAN NO. 125 TELP. 0421-91427 PANGKAJENE 91411

SURAT KETERANGAN PENELTIAN

MO 73141.178

Yang Berlanda langon ai Hawah ini
Nama : Namwi

Tempat fTgl Lohir : Sidrop ,2¢& Maret 2007

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Faliullas Hukum Univesitas 45"
Alomat : Nusa Tamalanrea Indah BlokPBNe, 14 Mckassar

Bohwa  Mahasisswe lersebul benar benar teloh mengadokan penelilion di
oo e Pgral Sialishk Kabupalen Sikdenreng Roppang  Dalam Rangka
Py sty o 3kepst Yomg baijudur ASPEK hUKUM PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH
UNTUK RUMAH SEDERHANA DAN RUMAH SANGAT SEDERHANA D! KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG.

y e lan ogal kelerangon v dibuad f diberdkan untuk disompc:;ikan kepadc
ve oy nensangiuian wnluk diporgunakan sebagaimana pordunyc,
Fangkajene,?8 Desember 200/

An. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Mé\”:f\l SIDENRENG RAPPANG
Al Sasubog gla Usaha

/'f\/’ RN
e




PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU

KELURAHAN BATU LAPPA

Jalan kemuning no 10 Kampung Baru Telp 0421-3581629 Kode. Pos 9661

SURAT KETERANGAN
Nomor :82Y /BL / XL / 2007 y

Kami yang bertanda tangan dibawah Ini :

aaNama rSARNLBA
b.Jabatan : Kasi Pemerintahan
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

a.Nama tNAMRI

b. Tempat/tanggal Lahir : Sidrap, 26 Maret 1984

c. Pekerjaan : Mahaslswa FH — UNIV 45 Makassar

. Alamat : Nusa Tamalanrea Indah Blok BP-16 Makassar

Benar telah melaksanakan Penelitian pada wilayah kami dalam rangka
penyusunan tesis vang berjudul * ASPEK HUKUM PEMBERIAN HAK MILIK ATAS
TANAH UNTUK RUMAH SEDERHANA DAN RUMAH SANGAT SEDERHANA DI KAB
SIDRAP " sesuai izin penelitian BAFPEDA KAB SIDRAP Nomor : 070/103/X11/2007
Tanggal 11 Desember 2007 .

Demikian surat keterangan inf dibuat / diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.







